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Abstrak 

Pengelolaan dana Posyandu menjadi pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk pengelolaan dana 

kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi adalah kemampuan 

pengelolaan keuangan dan manajerial yang kurang, serta keterbatasan pengetahuan kader Posyandu yang berasal dari 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami mengenai pengelolaan pendanaan kegiatan PMT di Posyandu 

Desa Kalidesel selama tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

di Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian yang 

didapatkan adalah pengelola Posyandu dapat memanfaatkan 3 sumber dana/bantuan yang berbeda untuk kegiatan 

PMT secara fleksibel. Selain itu, pelaksanaan kegiatan PMT di 2 Posyandu yang berbeda mengakibatkan perbedaan 

dalam pembagian tugas kader dan jenis makanan tambahan yang diberikan untuk balita. Pelaporan 

pertanggungjawaban kegiatan belum dilakukan oleh pihak Posyandu. Pengelola Posyandu, baik Bidan desa maupun 

kader baiknya mendapatkan pelatihan dalam melakukan pengelolaan, pencatatan dan pelaporan dana PMT. Hal ini 

dikarenakan pengelolaan dana sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah kegiatan. 
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PENDAHULUAN 

 
Indonesia pada setiap tahun telah mengalami 

penurunan pada Angka Kematian Balita (AKBA), 

begitu juga di tahun 20191. Meskipun tren angka 

kematian telah menunjukkan penurunan, ditemukan 

bahwa anak usia dibawah 5 tahun sangat rentan dengan 

kematian, dimana faktor yang mendasari kerentanan 

tersebut adalah malnutrisi2. Perpaduan strategi khusus 

dapat mengurangi permasalahan kesehatan anak3, salah 

satunya adalah pemberian makanan tambahan (PMT). 

PMT merupakan salah satu komponen penting untuk 

memperbaiki keadaan rawan gizi pada balita.  

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan 

salah satu usaha kesehatan berbasis masyarakat di 

Indonesia yang dikembangkan dengan 

menyelenggarakan berbagai kegiatan4, salah satunya 

adalah pemberian makanan tambahan (PMT) pada 

balita. Penyelenggaraan kegiatan PMT dipengaruhi 

oleh berbagai hal, salah satunya adalah pendanaan. 

Aspek finansial dalam suatu pelayanan sosial 

merupakan hal yang penting dikarenakan setiap 

pelaksanaan kegiatan operasional membutuhkan dana 

yang cukup agar dapat mencapai tujuan pelayanan 

sosial tersebut5,6. Kecukupan pendanaan program 

secara efektif juga menjadi salah satu hal yang dapat 
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menguatkan implementasi program kesehatan di 

masyarakat7. 

Pengelolaan dana Posyandu menjadi pekerjaan 

yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk 

pengelolaan dana kegiatan pemberian makanan 

tambahan bagi balita. Hal ini dikarenakan Posyandu 

KIA berpotensi untuk mendapatkan berbagai sumber 

bantuan seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan 

(BOK), Dana Desa, maupun berbagai bantuan dari 

pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang 

berperan penting dalam penyelenggaraan Posyandu 

adalah kader dari masyarakat dan bidan desa/petugas 

kesehatan yang ditunjuk oleh Puskesmas. Beberapa 

permasalahan yang dapat terjadi adalah kemampuan 

pengelolaan keuangan dan manajerial yang kurang8, 

serta keterbatasan pengetahuan kader Posyandu yang 

berasal dari masyarakat9. 

 

ISI 

 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus untuk dapat 

mendalami mengenai pengelolaan pendanaan 

kegiatan PMT di Posyandu Desa Kalidesel 

selama tahun 2018-2020. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif mengedepankan 

kedalaman sebuah makna berdasarkan 

pengalaman subjektif orang/komunitas, 

sehingga dapat memungkinkan peneliti untuk 

membangun pemahaman yang kuat mengenai 

topik tertentu yang dituju10. Penelitian ini 

bertempat di Desa Kalidesel yang merupakan 

salah satu desa di Kecamatan Watumalang, 

dimana kecamatan tersebut merupakan 

kecamatan dengan AKBA tertinggi keempat di 

Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. 

Desa ini hanya memiliki 1 bidan desa sebagai 

satu-satunya tenaga kesehatan yang menetap di 

desa tersebut.  

Penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dan diskusi grup terarah sebagai 

teknik pengumpulan data. Informan penelitian 

ini berjumlah 21 orang, dimana terdiri dari 

kepala desa dan jajaran perangkat desa 

Kalidesel, bidan desa dan kader Posyandu KIA 

desa Kalidesel. Perolehan data melalui 

berbagai kelompok sumber dapat dipakai 

sebagai justifikasi pada suatu tema yang 

dibahas. Apabila sebuah tema memperoleh 

data dari berbagai sumber / perspektif 

informan, maka proses tersebut dapat 

digunakan untuk memperkuat validitas data11. 

Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan 

kategorisasi, dan penyajian data dilakukan 

secara naratif dan tabulasi. 

HASIL PENELITIAN  

Hasil dari penelitian ini akan dijabarkan 

menjadi 3 bagian, yaitu sumber dana/bantuan, 

penerimaan dan pelaksanaan kegiatan PMT 

dan pelaporan pertanggungjawaban. 

a. Sumber Dana/Bantuan 

PMT Balita di Posyandu Desa Kalidesel pada 

tahun 2018 hingga 2020 mendapatkan bantuan 

dari 3 pihak, seperti yang tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sumber Bantuan Kegiatan PMT 

No Nama  Sumber Waktu 

1 Dana Desa Pemerintah 

Desa Kalidesel 

2018 

2 Bantuan 

Keuangan 

Pemprov  

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Tengah 

2019-

2020 

3 Bantuan 

PMT 

(Biskuit) 

Dinas 

Kesehatan 

(melalui 

Puskesmas) 

Insidental 
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Berdasarkan tabel 1, kegiatan PMT 

mendapatkan bantuan dengan sumber yang 

berbeda dan dengan tujuan program pemberian 

dana/bantuan yang berbeda pula. Meskipun 

Posyandu menjadi kegiatan yang 

diprioritaskan untuk dibiayai oleh Dana Desa, 

Pemerintah Desa Kalidesel tidak 

menganggarkan dana PMT apabila ditahun 

tersebut kegiatan PMT Posyandu telah 

mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Selain itu, terkait bantuan 

biskuit dari dinas kesehatan yang bersifat 

insidental, ada penyesuaian yang dilakukan 

bidan desa dan kader Posyandu KIA selaku 

pengelola Posyandu. Pengelola Posyandu 

melakukan penghentian sementara pada 

pendanaan, baik dari Dana Desa atau bantuan 

Pemprov Jateng apabila Posyandu telah 

mendapatkan bantuan biskuit dari Dinas 

Kesehatan.  

b. Pelaksanaan Kegiatan PMT 

Kegiatan Posyandu KIA di Desa Kalidesel 

terbagi di 2 dusun yang berbeda, yaitu di 

Dusun Kalidesel dan Dusun Lamuk-Jawera. 

Penyelenggaraan 2 Posyandu dalam satu desa 

ini dapat menyebabkan perbedaan dalam 

pengelolaan kegiatan PMT.  

Tabel 2. Perbedaan Pengelolaan PMT 

 Posyandu 

Kalidesel 

Posyandu 

Lamuk-Jawera 

Penerimaan 

Dana PMT 

Dana diterima dan dicatat oleh 

bidan desa 

Pengadaan 

PMT 

Pemilihan 

menu 

makanan dan 

pemesanan 

dilakukan 

oleh Bidan 

Desa 

Pemilihan menu 

makanan dan 

pemesanan 

dilakukan oleh 

Kader setelah 

mendapatkan 

dana dari Bidan 

Desa 

 

Berdasarkan Tabel 2, pengadaan PMT pada 

Posyandu Dusun Kalidesel dikelola secara 

langsung oleh Bidan Desa, sementara pada 

Posyandu Dusun Lamuk-Jawera dikelola oleh 

beberapa kader yang bertugas di Dusun lamuk-

Jawera. Perbedaan ini dapat mengakibatkan 

pembagian tugas kader yang tidak merata dan 

juga terdapat perbedaan varian menu PMT 

balita antara Posyandu di Dusun Kalidesel 

dengan Dusun Lamuk-Jawera. 

c. Pelaporan-Pertanggungjawaban 

Posyandu merupakan kegiatan berbasis 

masyarakat, sehingga pemerintah desa yang 

bertanggungjawab terhadap pembangunan 

masyarakat, menjadi pembina 

terselenggaranya Posyandu4. Pemerintah Desa 

Kalidesel yang juga menganggarkan dan 

menyalurkan dana untuk kegiatan PMT berhak 

mendapatkan pelaporan pertanggungjawaban 

pendanaan dan kegiatan. Akan tetapi, pada 

tahun 2018-2020, Bidan desa dan kader tidak 

membuat laporan pendanaan terkait 

pelaksanaan kegiatan PMT balita. Sekretaris 

Desa sebagai salah satu perangkat pemerintah 

desa hanya meminta foto kegiatan, daftar 

hadir, berita acara dan notulensi sebagai bukti 

telah dilakukannya kegiatan Posyandu.  

PEMBAHASAN 

a. Sumber Dana/Bantuan 

Pengelolaan dan pemberian layanan pada 

posyandu KIA merupakan kolaborasi berbagai 

pihak yang terkumpul pada satu tempat 

terselenggaranya posyandu untuk 

meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. 

Banyaknya pelayanan kesehatan yang 

dihadirkan dalam Posyandu membutuhkan 

upaya pengintegrasian layanan, salah satunya 

adalah pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan 
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anak12. Pengadaan PMT pada Posyandu Desa 

Kalidesel mendapatkan dana/bantuan dari 3 

sumber dana yang berbeda dan dengan tujuan 

yang berbeda pula. Pendanaan kegiatan PMT 

oleh Dana Desa yang berasal dari dana APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

dan akses pelayanan sosial dasar13. Sementara 

itu, tujuan dari bantuan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dalam mendanai PMT adalah 

untuk meningkatkan ketahanan masyarakat 

desa dalam penanggulangan kemiskinan14.  

Pembuatan kebijakan dan penganggaran yang 

berdiri sendiri dapat berpotensi menyebabkan 

tumpang tindih tanggung jawab di tingkat 

operasional pelaksanaan kegiatan. Hal ini 

dikarenakan pelaksanaan satu dengan yang 

lain dilakukan oleh instansi yang berbeda 

tanpa ada koordinasi yang jelas15. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, pengelola Posyandu Desa 

Kalidesel memang tidak melakukan koordinasi 

secara khusus dengan Pemprov Jawa Tengah 

dan Dinas Kesehatan yang memberikan 

dana/bantuan untuk pengadaan PMT. Akan 

tetapi, penyesuaian yang dilakukan oleh 

pengelola Posyandu dan juga Pemerintah Desa 

Kalidesel dalam pengalokasian sumberdaya 

dirasa cukup untuk menghindari adanya 

tumpang tindih dalam pelaksanaan anggaran 

antar instansi yang berbeda.  

 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

Perbedaan pengelolaan PMT di dua Posyandu 

dengan 1 sumber dana yang sama akan 

menimbulkan beberapa kesenjangan. 

Pembagian tugas kader yang kurang jelas 

dapat menyebabkan rasa iri antar kader dan 

menyebabkan rasa tidak nyaman. Selain itu, 

perbedaan pengelolaan secara langsung akan 

berimbas pada perbedaan kualitas makanan 

antara satu Posyandu dengan yang lainnya. 

Tujuan pemberian makanan tambahan pada 

balita adalah untuk memperbaiki status gizi, 

sehingga makanan tambahan yang 

dipersiapkan harus memiliki kecukupan gizi 

yang dibutuhkan oleh anak16.  

Pelayanan dua Posyandu dalam 1 desa yang 

sama sebaiknya tidak dibedakan untuk 

mengurangi rasa ketidakadilan dan 

kecemburuan sosial bagi penerima pelayanan 

Posyandu KIA. Selain itu, Perbedaan dalam 

pembagian tugas kader dapat diatasi dengan 

cara melakukan diskusi/musyawarah bersama 

untuk membicarakan mengenai pelaksanaan 

tugas kader dan pengelolaan PMT9. 

 

c. Pelaporan Pertanggungjawaban 

Selama 2018-2020, pengelola Posyandu tidak 

membuat laporan terkait pendanaan kegiatan 

PMT. Akan lebih baik apabila pengelola 

Posyandu membuat pelaporan 

pertanggungjawaban secara sederhana ke 

Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan 

Posyandu mendapatkan berbagai sumber dana 

yang berbeda dan Pemerintah Desa sebagai 

pembina struktural Posyandu dapat 

mengetahui dana untuk setiap kegiatan 

Posyandu KIA dengan jelas.  

Setiap kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Tata kelola yang baik dapat 

diwujudkan dengan menerapkan asas 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan keuangan17,18.  

 

SIMPULAN 
Pengelolaan pendanaan kegiatan PMT pada 

Posyandu Desa Kalidesel dilihat melalui sumber dana, 
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pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban. Berbagai sumber dana yang 

masuk untuk kegiatan PMT dapat dikelola secara 

fleksibel berdasarkan kondisi dan kebutuhan di 

lapangan. Pelaksanaan kegiatan PMT di dua Posyandu 

yang berbeda dalam 1 desa menjadi tantangan sendiri 

untuk menjaga keadilan dalam sisi penugasan kader 

dan kualitas makanan tambahan. Pelaporan pendanaan 

dan kegiatan Posyandu menjadi hal yang penting 

sebagai transparansi dan kejelasan penggunaan dana. 

Pengelolaan dana sangat penting untuk menjaga 

keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah kegiatan. 

Pengelola Posyandu, baik Bidan desa maupun kader 

baiknya mendapatkan pelatihan dalam melakukan 

pengelolaan, pencatatan dan pelaporan dana PMT. 

Pelatihan tersebut dapat diselenggarakan di tingkat 

desa, maupun kecamatan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti tidak 

membahas secara spesifik mengenai nominal dana dan 

jumlah makanan tambahan yang secara spesifik 

dialokasikan untuk balita pengunjung Posyandu. Selain 

itu, penelitian ini hanya terbatas pada kegiatan 

pemberian makanan tambahan, sehingga hal lain 

dalam pelayanan Posyandu seperti imunisasi, 

penimbangan dan pelayanan kesehatan lain yang 

berpotensi mendapatkan dana dari pemerintah dapat 

menjadi potensi untuk penelitian lain di masa 

mendatang.  
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